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BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten
Gunung Mas Tahun Anggaran 2017;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851};

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kalipaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Gunung mas di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
o1 1 I Ne—-~ i
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambal n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perv__ahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik
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18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2015 tentare Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1045);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1934);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.
07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 478);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor
237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 237.a);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor
378 });

MEMUTUSKAN:
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

_alam & a1

10.

11.

12.

Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah.

Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Kabupaten
Gunung Mas.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen anggaran tahunan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan
dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembin kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. !



13.

14.

15.

16.

(1)

(2)

(3)

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa
yang akan diterima oleh setiap Desa, yang
besarannya dihitung dengan cara 90% (sembilan
pu h 1 8¢ e

dengan jumlah L.oa secara nasional.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung
dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa,
angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa setiap
kabupaten/kota.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pasal 2

Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakan
dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan diberikannya Dana Desa adalah;:

a. untuk mewujudkan pemerintahan desa yang
profesional, efisien dan efektif, transparan dan
bertanggungjawab;

b. untuk meningkatkan pelayanan publik guna
mempercepat kesejahteraan masyarakat desa;

c. untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
desa guna mengatasi kesenjangan pembangunan;

d. untuk mendorong prakarsa dan partisipasi
masyarakat desa dalam rangka meningkatkan
pengembangan potensi dan aset desa guna
mewujudkan kesejahteraan bersama; dan

e. untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya
masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat
desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

Peraturan Bupati ini merupakan dasar acuan bagi

pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun

Anggaran 2017.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN

(1)
(2)

DANA DESA
Pasal 3

Dana Desa Kabupaten Gunung Mas bersumber dari
APBN tahun anggaran 2017.

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara
merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokast Dasar; d

b. Alokasi FormulaTl



(3)

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari
total pagu Dana Desa Kabupaten yang dibagi secara
Ir L uruh L

(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

huruf b sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total

pagu Dana Desa Kabupaten dihitung dengan bobot

sebagai berikut:

a.25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah
penduduk desa;

b.35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka
kemiskinan desa;

c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
dan

d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk indeks kesulitan
geografis Desa.

Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin,

luas wilayah dan indeks tingkat kesulitan geografis

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AF setisppesa = {(0,25*Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) +

(0,30*Z4)} x (DDgab — ADKab)

Keterangan:

AFsetiap desa = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumiah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa
Kabupaten.

Z2 = rasio jumiah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
luas Wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap
Desa terhadap total Indeks Kesulitan
Geografis Desa Kabupaten.

DDkab = besaran Dana Desa Kabupaten

ADxe = besaran Alokasi Dasar Kabupaten

Pasal 4

Penghitungan besaran Dana Desa yang bersumber
dari APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3,
dilakukan oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran
dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Rincian Dana Desa yang t ‘sumber dari APBN
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang merup. bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.‘
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BAB IIT
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
“undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Di tetapkan di Kuala Kurun
: igal % Maret 20(F

TG MAS,
S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun 4
pada tanggal 7 Maret 2013

ARIS DAERAH
EN GUNUNG MAS,

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 32%9
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